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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Penelitian Masalah

Sejak dulu Jerman telah ikut memainkan peranan penting dalam percaturan politik Eropa dan dunia. Hampir semua negara di dunia mengenal atau mengetahui bahasa Jerman, musik Jerman, para filsuf Jerman, di samping disiplin yang kukuh berikut keharuman kualitas besi serta hasil industrinya. Berbeda dengan negara besar Eropa lainnya, Jerman kurang terlibat dalam dalam masalah koloni, kecuali pada beberapa daerah Afrika dan pulau-pulau di Lautan Pasifik. Itulah sebabnya, negara Jerman kurang banyak terlibat dalam perang dan permasalahan koloni pada pertengahan abad ini.1
Peranan dan arti Jerman ternyata telah ikut mempengaruhi sejarah, bukan saja lewat para filsuf yang menghasilkan buah pikiran yang mengegerkan pada zamannya, tetapi berkesinambungan hingga saat ini. Sejarah Jerman berkembang dengan penuh liku dan begitu berbelit-belit. Sistem demokrasinya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang penuh dengan masalah dan masa pasang surut yang sangat merepotkan. Pengalaman dan upaya rakyat Jerman menuju pemerintahan yang demokratis cukup panjang dan memiliki nilai-nilai khusus ke arah kedewasaan berdemokrasi dan bernegara.2 

Jerman adalah sebuah negara Republik yang pemerintah pusatnya ditempatkan; terletak di jantungnya Eropa, menghubungkan bagian barat dengan bagian timur, bagian utara dengan bagian selatan Eropa. Jerman merupakan negara yang cukup padat penduduknya di Eropa. Negara Jerman diapit oleh sembilan negara yang berdekatan, karena penggabungan dari dua Negara Jerman pada tahun 1990. Sebagai bagian integral dari Uni Eropa dan NATO, negara Jerman adalah suatu mitra bagi negara Eropa dari bagian timur dan pusat yang mengarahkan untuk menjadi bagian dari Uni Eropa.3
Negara  republik federal Jerman adalah suatu negeri yang pemerintah pusatnya bertanggung jawab secara sosial dan demokratis. Konstitusi  di seluruh negara dari Hukum Dasar dinyatakan dalam badan konstitusional negeri, di bentuk oleh pemerintahan federal negeri, dalam tata hukum dan sistem elektoral. Hal ini tidak hanya menentukan kegiatan politik rutin sehari-hari, tetapi juga kehidupan dari orang-orang di negara Jerman.4
Negara Jerman wilayahnya berbatasan dengan sembilan negara, antara lain:

1. Bagian Utara berbatasan dengan negara Denmark dan Laut Utara

2. Bagian Selatan berbatasan dengan negara Swiss dan Austria

3. Bagian Timur berbatasan dengan negara Ceko dan Polandia

4. Bagian Barat berbatasan dengan negara Perancis, Luxembourg, Belanda, dan Belgia5
Selain itu, negara Jerman dikenal sebagai negara yang sangat  padat penduduknya. Menurut data terakhir pada tahun 2004, penduduk negara Jerman adalah 83.750.000 jiwa, dan menjadi negara terpadat penduduknya ke-10 di dunia dan ke-2 di Eropa setelah Rusia yang jumlah penduduknya sekitar 148.469.000 jiwa.6 

Tulisan ini ditujukan untuk lebih mengenal negara Republik Federal Jerman,yang pada masa Perang Dunia II dikenal dipimpin oleh Adolf Hutler yang menganut ideologi Fascisme. Fascisme merupakan ideologi ekstrim kanan yang memperkuat masyarakat otoriter dan berlandaskan pada kekuasaan oleh sekelompok elite yang dikepalai seorang pemimpin tertinggi atau diktator,yang pada masa itu adalah Hitler. Kaum Fascis biasanya memenangkan kekuasaan negara melalui sebuah kudeta (coup d’etat) atau pergolakan revolusioner manakala kekhawatiran serta ketakutan terhadap bahaya komunisme membawa sejumlah besar masyarakat untuk menerima perubahan lembaga demokratis secara radikal demi terciptanya stabilitas pemerintahan.7 


Mengapa mempelajari wawasan strategi global (geopolitik)? Secara sederhana wawasan strategi global dapat diartikan sebagai cara pandang suatu negara dalam menentukan kebijakan politiknya, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri, berdasarkan faktor geografis.

Peristiwa politik selalu berlangsung di dalam sebuah latar geografi, dan faktor geografi dapat mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa politik, kendati demikian yang membuat peristiwa politik senantiasa dilakukan oleh manusia bukan oleh geografi. Memang geografi merupakan sebuah elemen penting, tetapi bukan satu-satunya elemen di dalam power nasional; nilai penting faktor geografi bersifat relatif bilamana dikaitkan dengan pertimbangan tertentu seperti faktor ekonomi, teknologi, tenaga kerja atau moral. Tentu saja, sebuah evaluasi terhadap seluruh elemen tersebut sebagai power nasional akan sangat berarti manakala dihadapkan pada power nasional yang dimiliki negara lain dalam matra waktu, ruang, dan situasi tertentu.8

Dari berbagai teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan geopolitik mendasarkan pada aliran berpikir mazhab “biologi organik”, yaitu teori ruang (Frederich Ratzel) dan teori kekuatan (Rudolf Kjellen).9 Penggunaan kedua teori tersebut oleh beberapa bangsa di dunia ini dikuasai oleh alam pikiran dan pandangan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan (environmental influence), sehingga di dalam bidang geostrategi dapat ditemukan beberapa wawasan (outlook), antara lain: 
1. Wawasan Benua / Kontinental

2. Wawasan Bahari / Maritim

3. Wawasan Angkasa / Dirgantara

4. Wawasan Kombinasi / Rimland 10
Dengan demikian, wawasan strategi global sangat mempengaruhi geopolitik Jerman. Hal ini nantinya akan berpengaruh pula terhadap politik luar negeri Jerman, karena politik luar negeri Jerman berasal dari geopolitik Jerman.

Mengapa kebijakan politik luar negeri? Apabila kita ingin mempelajari politik suatu negara, maka kita juga harus tahu bagaimana politik luar negerinya. Karena, politik luar negeri dibuat berdasarkan kepentingan nasionalnya yang tersirat dalam geopolitiknya. Geopolitik merupakan sebuah hampiran untuk memahami politik luar negeri dengan menekankan upaya untuk menerangkan dan meramalkan perilaku politik serta kapabilitas militer dalam terminologi lingkungan fisik manusia. Faktor geografis merupakan faktor yang senantiasa diperhatikan oleh praktisi politik luar negeri, kendati tidak sepenuhnya bersifat ajeg. 

Garis perbatasan yang terbuka, misalnya, memberikan peluang bagi terjadinya konflik secara lebih mudah. Terminologi “geopolitik” dapat juga dipakai untuk menggambarkan geografi politik dalam artian tatanan dunia dengan negara sebagai komponennya, atau terpaut dengan aspek perencanaan poltik luar negeri yang memperhitungkan berbagai faktor geografi.11 Dengan demikian, faktor geografi yang dipelajari dalam geopolitik menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam memahami politik luar negeri.

Seperti yang kita ketahui, pada masa Hitler, Jerman menjadi negara yang sangat ekspansionis politik luar negerinya. Hal ini tiada lain karena Jerman pada masa itu merupakan negara yang cukup besar. Seperti negara besar lainnya, Jerman pun ingin memperluas wilayahnya agar dapat memperluas pula pengaruh kekuasaannya di wilayah Eropa, meskipun pada masa itu ada negara besar lainnya di Eropa, yaitu Uni Soviet. Sehingga, mereka berlomba-lomba menaklukan negara-negara kecil untuk memperluas daerah kekuasaannya masing-masing, yang otomatis mempengaruhi geopolitik Jerman yang nantinya menjadi politik luar negeri Jerman.        


Geopolitik di Jerman pada masa itu dipraktekkan dengan menitik beratkan pada soal perluasan ruang hidup ( lebensraum ) dan tekanan sosial, ekonomi serta  sosial, sebagai faktor – faktor yang menghendaki pembagian secara baru kekayaan alam untuk kepentingan bangsa Jerman. Adolf Hitler telah mempraktekan pandangan geopolitik Karl Haushofer sebagai suatu pembenaran tujuan bangsa dan sebagai senjata ideologi untuk pengabdian kepada aspirasi nasional Jerman.12    

Akan tetapi, pada masa sekarang terjadi perubahan pada politik luar negeri Jerman seiring dengan perubahan sistem pemerintahan dari otoriter menjadi demokratis. Politik luar negeri Jerman sekarang adalah politik “perdamaian”. Politik “perdamaian” adalah politik yang didasarkan atas tema-tema perdamaian dan kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan aktifnya Jerman dalam misi-misi perdamaian Dewan Keamanan PBB di beberapa daerah konflik dan menjadi anggota Uni Eropa. 

B.  Identifikasi Masalah


Jerman adalah salah satu negara yang cukup berpengaruh dalam konstelasi politik di kawasan Eropa pada masa sekarang. Jerman merupakan negara yang cukup kuat dalam bidang politik maupun teknologinya. Seiring dengan perubahan sistem pemerintahannya dari otoriter menjadi demokratis, maka politik luar negerinya pun mengalami perubahan dari ekspansionis menjadi politik perdamaian. Hal ini dipengaruhi juga oleh wawasan strategi globalnya yaitu wawasan benua/kontinental.


Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa  terjadi perubahan cara pandang dalam politik luar negeri Jerman?

2. Apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan cara pandang tersebut ?

3. Bagaimanakah politik luar negeri Jerman di kawasan Eropa?

1. Pembatasan Masalah


Untuk lebih memfokuskan masalah dan agar tidak keluar dari pokok permasalahan, penulis membatasi permasalahan pada perkembangan politik Jerman pada masa sekarang (tahun 2000-2005), terutama pada wawasan strategi globalnya yaitu wawasan benua/kontinental dan politik luar negeri Jerman di kawasan Eropa, serta membandingkannya dengan kondisi yang terjadi pada masa Perang Dunia II. Pembatasan masalah ini diambil dengan tidak mengabaikan hal – hal lain diluar hal tersebut yang masih relevan dan berpengaruh secara signifikan. 

2. Perumusan Masalah


Jerman merupakan negara yang kuat di kawasan Eropa. Hal ini disebabkan karena wilayahnya cukup strategis dan merupakan negara yang cukup besar. Ketika Jerman menjadi negara otoriter pada masa dulu, politik luar negerinya ekspansionis dan wawasan strateginya adalah wawasan benua. Akan tetapi, Jerman sekarang menjadi negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Hal ini sangat mempengaruhi kebijakan politik negara Jerman, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Politik luar negeri Jerman pada masa sekarang adalah politik perdamaian dimana wawasan strateginya masih wawasan benua/kontinental. 


Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi wawasan strategi global terhadap politik luar negeri Jerman, khususnya di kawasan Eropa”?

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh wawasan strategi global (global strategic view) Jerman terhadap geopolitik dan geostrategi Jerman.

b. Untuk mengetahui pengaruh wawasan strategi global (global strategic view) Jerman terhadap kebijakan politik luar negeri Jerman.

c. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan politik luar negeri Jerman di kawasan Eropa.

d. Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana Program Strata satu (S–1) pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung.

2. Kegunaan Penelitian

a) Untuk menambah wacana serta wawasan pemikiran kuhususnya dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional, umumnya untuk disiplin ilmu sosial lainnya. 

a) Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai hubungan politik luar negeri Jerman dengan kepentingan nasional dan wawasan strategi global Jerman yang berdasarkan geopolitik serta geostrategi Jerman. 

a) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian mengenai negara Jeman khususnya tentang dinamika politik di negara Jerman. 

D.  Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Sebagai landasan untuk menganalisa masalah yang akan penulis teliti, maka penulis mengemukakan teori-teori yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas (yang terkait dengan variabel penelitian) dalam suatu kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini merupakan instrumen yang membantu peneliti untuk menerangkan dan meramalkan fenomena yang akan terjadi dan mempunyai peranan yang besar terhadap keberhasilan dalam melakukan analisis. Teori-teori ini terdiri dari premis-premis, baik premis mayor mapun premis minor. Kemudian, dengan logika deduktif, dari premis-premis tersebut diturunkan hipotesis-hipotesis yang akan penulis rumuskan. 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial ( yang juga dapat dikatakan proses sosial), oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas-aktifitas sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial.

“Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang  perorangan dengan kelompok manusia.”13
Dari interaksi-interaksi sosial tersebut, akan tercipta suatu hubungan politik. Ilmu politik erat hubungannya  dengan dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa yang lampau untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau dan inilah yang menjadi tujuannya, sedangkan ilmu politik biasanya lebih melihat kedepan (futured oriented).14
Sebuah negara juga melakukan interaksi sosial. Negara tidak bisa hanya mengandalkan sumber dayanya sendiri dan tidak bisa bertahan jika hanya mengandalkan semua potensi yang dimilikinya. Negara membutuhkan bantuan negara lain untuk mnecapai tujuan nasionalnya yang diwujudkan dalam sebuah hubungan kerjasama antara negara atau hubungan internasional. 

“… is concerned with much more than relations between or among states. Other actors, such as international organization, multinational cooperations, and terrorist group, are now all part of what could be more terms world politics.”15
Selain itu, hubungan internasional dapat diartikan sebagai berikut:

“Hubungan internasional pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi antar aktor / kesatuan sosial tertentu, termasuk segala sesuatu di seputar interaksi tersebut. Interaksi tersebut adalah yang berlangsung dalam sistem internasional dimana negara merupakan aktor utama yang melakukan transaksi yang terbentuk oleh adanya tuntutan serta tanggapan yang terjadi sewaktu interaksi berlangsung. Tuntutan dan tanggapan tersebut bermula dari kepentingan nasional suatu negara dan politik luar negeri merupakan alat untuk mencapainya dalam hubungan internasional.” 16
Morgenthau, yang karyanya mendominasi kegiatan teorisasi realis sesudah Perang Dunia II, menegaskan proposisi bahwa kekuasaan adalah fokus utama studi dan praktek hubungan internasional. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi dinamika politik internasional. Pemikirannya tentang realisme politik dan tentang kekuasaan tercermin dalam kutipan berikut ini:

“Politik internasional, seperti halnya semua politik, adalah perjuangan memperoleh kekuasaan. Apapun tujuan akhir dari politik internasional, tujuan menengahnya adalah kekuasaan. Negarawa-negarawan dan bangsa-bangsa mungkin mengejar tujuan akhir berupa kebebasan, keamanan, kemakmuran, atau kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin mendefinisikan tujuan-tujuan mereka itu dalam pengertian tujuan yang religius, filosofis, ekonomis atau sosial.

Mereka mungkin berharap bahwa tujuan ini akan terwujud melalui dinamika dalam tujuan itu sendiri, melalui takdir tuhan, atau melalui  perkembangan alamiah urusan kemanusiaan. Tetapi begitu mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka dengan menggunakan politik internasional, mereka melakukannya dengan berupaya memperoleh kekuasaan…”17   

Hubungan kerjasama itu secara potensial juga mengandung bahaya karena umumnya setiap negara yang terlibat mendasarkan diri pada upaya mengejar kepentingan nasional masing-masing. Pengejaran kepentingan nasional yang bertentangan itu selalu dibayangi oleh kemungkinan timbulnya konflik yang mengerikan. 

“Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik dalam negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.”18 

Karena tidak ada “interest” secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintahan, maka konsepsi ini dapat menjadi lebih akurat jika dianggap sebagai “national interest”. Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak menghiraukan sama sekali terhadap prinsip-prinsip moral universal, maka negara tersebut dapat diungkapkan sebagai kebijaksanaan realistis, berlawanan dengan kebijaksanaan idealis yang memperhatikan prinsip moral internasional.19  

Demi mencapai tujuan nasional seperti yang dijelaskan di atas, maka setiap pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan politik luar negeri. yang dapat diartikan sebagai berikut:

“Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah inisiatif atau sebagai reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan negara lain.”20

 Langkah utama dalam proses pembuatan kebijaksanaan politik luar negeri mencakup:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik

2. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri

3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki

4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditatpkan

5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan

6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. 21
Namun proses demikian jarang berlangsung secara kronologis dan logis; seringkali beberapa langkah dalam proses tersebut berlangsung secara simultan (bersamaan) dan isyu yang fundamental dapat berlangsung kembali pada saat kondisi berubah atau berlangsung surut seperti pada masa sebelumnya. Oleh karena situasi internasional secara ajeg (konstan) selalu berubah-ubah, maka proses pembuatan kebijaksanaan politik luar negeri selalu berlangsung terus. 


Faktor situasional adalah variabel internasional dan nasional yang diperhitungkan oleh para pembuat keputusan pada saat membuat kebijakan politik luar negeri. Faktor situasional mencakup:

(1) Keadaan atau lingkungan internasional secara umum; termasuk sikap, tindakan, dan pertimbangan kepentingan nasional aparat pemerintah dari negara lain; 

(2) Power atau kapabilitas yang dimiliki negara dan sebagaimana diperhitungkan oleh para pembuat keputusannya dan 

(3) Tindakan serta reaksi balik yang dilakukan oleh negara lain yang terkait dengan keputusan dan pelaksanaan politik luar negeri. 22
Untuk menentukan kebijakan politik luar negeri tersebut, maka dibutuhkan suatu analisa kapabilitas. Analisa kapabilitas adalah:

“Evaluasi yang sistematis terhadap kemampuan yang dimiliki di bidang militer, politik, diplomasi, dan ekonomi dalam menjangkau tujuan nasional. Sebelum melaksanakan inisiatif perencanaan, para pembuat keputusan melakukan analisa terhadap kapabilitas atau potensi power yang dimilikinya dalam kerangka internasional serta dalam hubungannya dengan negara lain yang secara langsung terpengaruh oleh kapabilitas yang dimilikinya.” 23
Selain itu, politik luar negeri juga diartikan sebagai:

“Kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luiar negerinya dan merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khusunya kepentingan nasional. Pada hakikatnya politik luar negeri merupakan suatu pola sikap / respons terhadap lingkungan ekologisnya.”24
Yang menjadi sumber-sumber politik luar negeri antara lain:

1. Sumber yang sifatnya sistemik: masyarakat / bangsa, pemerintah dan sifat-sifat / tingkah laku para pemngambil keputusan secara invidual sebagai produk lingkungan dimana ia dibesarkan

2. Sumber yang sifatnya relatif tetap: posisi geografis, potensi, penduduk, kebudayaan, sejarah, serta

3. Sumber yang sifatnya berubah-ubah: kemelut-kemelut dalam negeri, wilayah kemelut dunia dan bakat serta nilai-nilai yang dianut oleh para pemimpin nasional25
Perlu juga diperhatikan kekuatan-kekuatan besar yang secara struktural dapat mempengaruhi arah politik luar negeri suatu negara, yaitu: persekutuan militer, kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, struktur sosial, opini publik, masalah-masalah politik dan sistem pemerintahan.26
Politik luar negeri dapat didefinisikan juga sebagai serangkaian / seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain / dalam konteks pergaulan internasional yang kesemuanya didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional.27
 Sementara itu, K.J. Holsti mengartikan kebijakan luar negeri sebagai berikut:

“Suatu tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan negara atau negara-negara lain. Karenanya dalam prosesnya ia membaginya ke dalam empat komponen: (1) orientasi kebijakan luar negeri, (2) peran nasional (national roles), (3) tujuan nasional (objectives), (4) tindakan nasional (action).”28 

Dalam proses selanjutnya, tentu tidak dengan sendirinya kebijakan luar negeri ini memberikan hasil yang diharapkan. Untuk hal ini diperlukan tindakan (actions) sebagai upaya untuk meraih tujuan, merealisasikan nilai-nilai ataupun membela kepentingannya, baik pada masa damai (interkasi-konfrontatif), maupun pada masa damai (interaksi-akomodatif), dengan jalan harus berkomunikasi dengan pihak-pihak (negara lain) yang tindakan serta tingkah lakunya ingin mereka tangkal, ubah, diperkuat atau diselarasakan dengan garis kebijakannya.29
Sebagai bentuk implementasi dari politik luar negeri suatu negara, maka setiap negara melakukan hubungan diplomasi dengan negara lainnya. Diplomasi dapat diartikan sebagai berikut:

“Praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pemebntukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanannya. Dalam artian ini diplomasi sama dengan politik luar negeri. Dalam artian yang lebih sempit, diplomasi mencakup sarana dan mekanisme sementara politik luar negeri, menetapkan tujuan atau sasaran. Dalam artian yang lebih terbatas lagi, diplomasi mencakup teknik operasioanal untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yurisdiksi.”30
Sejalan dengan prominensi yang berbeda dalam bentuk diplomasi dan personil diplomasi itu sendiri, maka berkembanglah istilah-istilah diplomasi, diantaranya istilah diplomasi tingkat tinggi. Menurut Vandana A. diplomasi tingkat tinggi adalah perundingan antara kepala negara dan / atau kepala pemerintahan.31 Sedangkan istilah diplomasi lainnya adalah: diplomasi tradisional, diplomasi konferensi, diplomasi parlementer, diplomasi rahasia, diplomasi pribadi dan diplomasi totaliter.32 

Kebijakan politik luar negeri ini tidak bisa dilepaskan dari faktor geografi dan politik. Faktor – faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis (strategic frontiers), desakan penduduk (population pressures), daerah pengaruh (sphere of influence) mempengaruhi politik. Montesquieu, seorang sarjana Prancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor ilmu bumi mempengaruhi konstelasi politik sesuatu negara.33
Hal-hal yang berkaitan dengan geografi dan politik tersebut dipelajari dalam suatu studi yang dinamakan geopolitik dan geostrategi. Secara teori, geopolitik diartikan sebagai berikut:

“Sebuah hampiran untuk memahami politik luar negeri dengan menekankan upaya untuk menerangkan dan meramalkan perilaku politik serta kapabilitas militer dalam terminologi lingkungan fisik manusia. Dengan demikian geopolitik mencakup berbagai peringkat determinisme historis yang didasarkan pada faktor geografis.” 34
Teori lain mengatakan sebagai berikut: 

“Geopolitik dimaksudkan bumi dan politik, yang berarti politik yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang berlangsung di atas wilayah di bumi itu sendiri. Dalam hal ini manusia yang hidup di atas bumi, yang memegang peranan penentu mengenai tempat atau wadah di mana mereka berada. Geopolitik sejak berabad yang lalu sebenarnya telah dipraktekan, namun arti pentingnya baru disadari setelah manusia memasuki abad ke 20 sesuai dengan peningkatan keperluan manusia / bangsa yang melaksanakannya.35
Selain itu, Nickolas J Spykman berpendapat bahwa geopolitik adalah: 

“Suatu perencanaan kebijaksanaan keamanan suatu negara dilihat dari faktor geografi. Dengan mempelajari lokasi suatu negara di dunia, maka dapat menilai kebijaksanaan politik luar negerinya, dan kekuatan adalah untuk menjamin perdamaian, dan hanya negara-negara besar sajalah yang memiliki alat untuk memaksakan perdamaian.36 

Dalam geopolitik terdapat dua aliran atau paham, yaitu:

a. Paham Determinisme. Paham ini meyakini bahwa faktor geografi sangat menentukan atau mempengaruhi kehidupan manusia. Sifat politik luar negerinya adalah ekspansif, yang akan idealis dan kolonialis. Negara yang menganut paham ini antara lain, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain.

b. Paham Posibilitisme. Paham ini menganggap faktor geografi hanya mempengaruhi saja dan tidak menentukan kehidupan manusia. Sifat politik luar negerinya ialah bertetangga baik ( good neighbourhood ). Negara yang menganut aliran ini adalah Amerika Serikat.

Selain itu, ada empat faktor yang menjadi bagian dari geopolitik dan geostrategi, antara lain:

a. Faktor-faktor geografi (geografi politik). Meliputi hal-hal yang bersifat fisik seperti wilayah, sumber daya alam (SDA), penduduk, dan lain-lain.

b. Faktor-faktor politik (geopolitik). Meliputi hal-hal yang bersifat non-fisik seperti ideologi, politik, sosial-budaya, keamanan, dan lain-lain.

c. Faktor hubungan antara geografi dan politik yang nantinya melahirkan kebijakan (policy).

d. Faktor pemanfaatan oleh pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan faktor-faktor sebelumnya. 

Sedangkan geostrategi diartikan sebagai:

“Suatu kebijaksanaan pelaksanaan menentukan tujuan, sarana, cara penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan dengan memanfaatkan konstelasi geografi suatu negara. Geostrategi merupakan suatu pembenaran (justification) dari suatu bangsa tentang kepentingan secara lingkungan (environtmental) dan pengejawantahan aspirasi nasionalnya. Dengan demikian, geostrategi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari geopolitik suatu negara.”37

Dalam mempelajari geostrategi, ada dua aliran pemikiran yang berasal dari mazhab Biologi Organik, yaitu teori ruang (Frederich Ratzel) dan teori kekuatan (Rudolf Kjellen).38 Penggunaan kedua teori tersebut oleh beberapa bangsa di dunia ini dikuasai oleh alam pikiran dan pandangan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan (environmental influence), sehingga di dalam bidang geostrategi dapat ditemukan beberapa wawasan (outlook), antara lain: 

a. Wawasan Benua / Kontinental

Menurut HJ. Makynder, ada dua teori yang mengemukakan tentang wawasan benua / kontinental, yaitu:

1. Teori Pulau Dunia (World Island), menurut teori ini dunia dibagi dalam:

· Daerah Poros (Pivot Region)
· Daerah Bulan Sabit Dalam (Inner Marginal Crescent)

· Daerah Bulan Sabit Luar (Outer Insular Crescent)

2. Teori Daerah Jantung (Heartland Theory) dengan doktrinnya:

“Barang siapa menguasai Eropa Timur menguasai Daerah Jantung, barang siapa menguasai Daerah Jantung menguasai Pulau Dunia, dan barang siapa menguasai Pulau Dunia akan menguasai dunia.”39

Selain itu, Karl Haushofer mengemukakan tiga teori:

1. Teori Ruang Hidup (Lebensraum Theory) didasarkan atas anggapan bahwa di dunia terdapat bangsa yang berkembang dengan cepat dan mempunyai sifat lebih sempurna.

2. Teori Autarki (Autarchy Theory), yang mengajarkan bahwa tiap negara harus berusaha memenuhi keperluannya sendiri, ini berarti bahwa wilayah yang dikuasai (lebensraum) cukup memiliki sumber kekayaan alam untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

3. Teori Satuan Wilayah (Pan Region Theory), merupakan perpaduan antara teori ruang hidup dan teori autarki, dimana dunia ini hanya ada empat kekuatan pokok yang dapat memimpin dunia, yaitu Jerman, Amerika Serikat, Uni Soviet, Jepang.

b. Wawasan Bahari / Maritim

1. Sir Walter Raleigh mengemukakan doktrin:

“Barang siapa menguasai lautan menguasai perdagangan, barang siapa menguasai perdagangan menguasai kekayaan dunia dan barang siapa menguasai kekayaan dunia akan menguasai dunia.” 40
2. Alfred Thayer Mahan mengemukakan teorinya: 

“Kekuatan laut adalah sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran dan keamanan nasional.”

Faktor-faktor pokok yang mempengaruhi perkembangan kekuatan laut adalah letak geografi, bentuk / wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional / bangsa, sifat pemerintahan.

Inti doktrin Alfred Thayer Mahan adalah : keharusan menguasai lautan (sea supremacy atau command of the sea).

c. Wawasan Angkasa / Dirgantara

1. John Frederick Charles Fuller berpendapat bahwa:

“Di dalam perang yang akan datang, peranan utama senjata udara adalah dengan segera dapat mematahkan daya juang nasional lawan.” 41
Pertama-tama harus dihancurkan armada udara lawan, kemudian mematahkan kemampuan berperang pihak lawan dan selanjutnya pendudukan wilayah lawan.

2. Alexander De Seversky berpendapat bahwa:

“Suatu negara yang industrinya maju harus mengorganisasikan kekuatan militernya utnuk mendapatkan keunggulan di udara ( air supremacy) di dalam ukuran global.”42
d. Wawasan Kombinasi / Rimland   

Nickolas J Spykman dengan Teori Daerah Batas ( Rimland ) mengemukakan:

“Barang siapa menguasai rimland menguasai EURASIA dan kemudian mengendalikan tujuan dunia.”

Yang harus ditekankan adalah “Power Relations” antar negara-negara. Menurutnya, kekuatan yang sebenarnya terletak di kawasan Bulan Sabit Dalam (Inner Marginal Crescent).

Berkaitan dengan politik luar negeri Jerman di kawasan Eropa, kita harus paham terlebih dahulu apa itu konsep kawasan (region). Identitas suatu wilayah atau kawasan biasanya diacu pada pemahaman historis atau konvensional. Penggolongan kawasan ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Lokasi geografis

b. Kesamaan sejarah

c. Kesamaan etnis-linguistik

d. Intensitas hubungan / interkasi antar negara

e. Sosiologis

f. Keikutsertaan dalam organisasi internasional

g. Dan lain sebagainya.

Kedudukan serta peranan masing-masing negara dalam percaturan politik serta perkembangan ekonomi dan sosial di suatu kawasan secara konseptual digolongkan ke dalam tiga sektor:

a. Negara-negara inti (core sector)

Sektor inti berisi negara atau grup bagi negara-negara dengan format central focus dari politik internasional yang terhimpun dalam suatu region. Tingkat kohesinya bias dipertimbangkan dari tingkat kesamaan sosial, ekonomi, dan politik. Kohesinya secara politik dapat ditentukan oleh kesamaan rezim.  

b. Negara-negara Peripheral (peripheral sector)

Sektor peripheral adalah negara-negara dalam sub-ordinate system yang beraliansi dari core sector dalam tingkatan sosial, politik, ekonomi, faktor organisasi, tingkah laku negara tersebut tidak sesuai dengan sub-ordinate system. Kriterianya adalah segi sosiologis, ethno-linguistik, dan juga orientasi ekonomi.

c. Campur tangan negara luar kawasan (intrusive system)

Sistem intrusive adalah pola keterlibatan atau campur tangan negara luar kawasan yang berlangsung karena adanya pengaruh-pengaruh negara adidaya seperti Amerika Serikat. Berlangsungnya sistem intrusive tidak selalu berakibat negatif atau menyebabkan instabilitas kawasan, tetapi juga bias berdampak positif. 43
Pada masa Perang Dunia II, politik luar negeri Jerman berlandaskan pada geopolitik Haushofer. Geopolitik Haushofer merupakan sebuah paduan pseudo-scientific dari geografi metafisik, ekonomi, antropologi, dan rasialisme. Gambaran ini memiliki nilai penting karena diterima oleh kebanyakan bangsa Jerman yang sedang dilanda kegundahan psikologis karena kekalahan mereka dama Perang Dunia I.44
Kaidah utama geopolitik Haushofer mencakup ide bahwa: 

a. Tujuan militer memerlukan kebijaksanaan ekonomi nasional yang berdikari; 

b. Keunggulan ras Jerman ditakdirkan untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui asas dominasi dan dengan demikian negara lain harus memenuhi kebutuhan ruang hidup (lebensraum) bagi bangsa Jerman

c. Kekuasaan Jerman pertama kali harus diperluas ke seluruh wilayah kawasan melalui bahasa, ras, atau kepentingan ekonomi baru kemudian diperluas ke seluruh dunia;

d. Seluruh wilayah di sekitar garis perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan awal untuk menyelenggarakan perang dan tentunya dapat diubah sesuai dengan kepentingan nasional Jerman.45
Hitler memanfaatkan geopolitik Haushofer, terutama gagasan ruang hidup (lebensraum) untuk mencapai maksudnya. Artinya, geopolitik Haushofer dijadikan dalih oleh Hitler untuk membenarkan perluasan wilayah Jerman. Sehingga, Hitler pada masa itu, melakukan ekspansi ke wilayah di sekitarnya, bahkan melakukan invasi ke Uni Soviet, walaupun pada akhirnya mengalami kekalahan. Bahkan pada waktu Hitler berkuasa, ia mengumumkan Undang-Undang Darurat yang memuat hal pencabutan hak-hak azasi manusia dan hak-hak kebebasan lainnya dengan dalih: “Demi perlindungan negara dan bangsa dari dan untuk melawan para pengkhianat dan maksud-maksud pengkhianatan terhadap bangsa Jerman”. Setelah berhasil menstabilisasi serta mengkoordinasi kekuasaannya, ternyata Hitler juga berhasil dalam bidang politik luar negeri dengan cepat dan mendapat respek dari negara luar.46 

Hitler adalah seorang diktator. Naiknya Hitler menjadi pemegang kekuasaan tertinggi Jerman ditandai serta diselingi dengan kekejaman, teror serta penganiayaan. Akan tetapi, orang Jerman pada waktu itu sudah apatis terhadap demokrasi dan rindu akan tradisi serta pimpinan yang berwibawa yang penuh dengan kebesaran serta terpeliharanya ketertiban dan keamanan. Tradisi senang dan suka meletakkan kepercayaan pada pimpinan dan segala sesuatu diatur dari atas, membuat Hitler menjadi figur yang mereka dambakan untuk memimpin Jerman.47
Tetapi setelah Jerman kembali mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, masyarakat berada dalam keadaan putus asa dan tidak mau tahu apakah dan siapakah yang benar serta sistem pemerintah manakah yang paling baik. Yang mereka inginkan ialah kembali kepada keadaan tenteram, cukup makan dan lepas dari ancaman perang atau teror dari luar. Sehingga, sejak saat itu Jerman menjadi negara demokrasi yang ditanamkan oleh pihak Sekutu pada waktu itu dengan menjalankan re-education dan denazifikasi, meskipun pada awalnya ditanggapi dengan penuh skeptis dan prasangka.48
Keberhasilan Sekutu menjaga keamanan dan semakin meningkatnya perbaikan kehidupan mendapat respek yang luas. Tersedianya kesempatan bagi beberapa rakyat dan kaum terpelajar Jerman mengadakan kunjungan ke negeri seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menambah kepercayaan rakyat Jerman tentang hari depan demokrasi di Jerman.49
Pada masa sekarang, Jerman tidak lagi menggunakan geopolitik Haushofer. Dengan sistem pemerintahan yang demokratis, maka geopolitiknya pun ditujukan untuk mendukung demokratisasi itu sendiri. Dengan kata lain, geopolitik ala Sekutu-lah yang berkembang sebagai bagian dari geografi politik.50 Hal ini tiada lain karena Sekutu telah menanamkan nilai-nilai demokrasi di Jerman, setelah Jerman kalah dalam PD II. Sehingga, tidak heran kalau geopolitiknya juga tertanam, dan akhirnya diterapkan di Jerman. 

Geostrategi Jerman pada masa sekarang ialah perluasan kerja sama dengan negara-negara lain, baik regional maupun internasional. Hal ini terbalik dengan geostrategi Jerman pada masa dahulu yaitu perluasan wilayah dan perluasan kekuasaan dengan jalan kekerasan. Bahkan, Jerman telah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di Asia karena merupakan pasar yang cukup potensial. Hal ini ditandai dengan adanya relokalisasi industri perusahaan-perusahaan Jerman di Asia, khususnya di Cina.51
Secara sederhana, pengintegrasian Eropa dan hubungan yang melintasi samudera atlantik adalah dua tiang pendukung yang penting dari politik luar negeri Jerman. Kedua-duanya adalah suatu keperluan yang strategis untuk pemerintah Republik Jerman pasca  perang dunia yang kedua, dan pada waktu yang sama negara Jerman menyiapkan jalan untuk menjadi bagian dari masyarakat negara-negara Eropa. Sejak itu, Amerika Serikat dan Kanada telah menjadi sekutu Jerman yang terdekat di luar wilayah Eropa.52
Sejak diakui sebagai anggota yang penuh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun  1973, negara Jerman telah aktif dalam mempromosikan tujuan dan nilai-nilai dari upaya perdamaian yang dilakukan PBB, perlindungan hak azasi manusia (HAM), kemerdekaan, keadilan dan pengembangan. Upaya kerjasama memelihara perdamaian terus meningkat yang dipusatkan untuk mengetahui dasar penyebab yang menunjukan gejala peperangan dan konflik. Ini adalah sejalan dengan seruan Kofi Annan untuk penetapan dari  " budaya pencegahan".53
Pada awal abad 21 ini, negara Jerman adalah negara yang aktif terlibat dalam pengamanan damai, melindungi hak azasi manusia dan memerangi terorisme di seluruh bumi. Hal ini merupakan bentuk implementasi politik luar negeri jerman yaitu politik “perdamaian”. Politik “perdamaian” adalah politik yang didasarkan atas tema-tema perdamaian dan kemerdekaan. Negara Jerman mendukung suatu sistem dari kerjasama keamanan global di dalam kerangka dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk memecahkan perluasan yang bersejarah dari Uni Eropa sampai tahun 2004 sekarang telah menemukan dirinya sendiri di pusat dari serikat negara – negara tetangga dekat yang saling berhubungan oleh persahabatan seperti halnya ekonomi dan politik.54 "Bersama-Sama kita adalah kuat"- ini adalah gagasan di belakang politik luar negeri Jerman di Eropa. Dengan makna posisi umum, strategi yang umum dan bergabung dengan negara anggota Uni Eropa, untuk mengkoordinir posisi mereka dengan pertimbangan nilai-nilai dan  kepentingan Eropa.55
Berdasarkan teori dan konsep yang diuraikan diatas penulis mengajukan konklusi sebagai berikut :

Wawasan strategi global Jerman terangkum dalam geostrategi Jerman yang merupakan pelaksanaan dari geopolitik Jerman. Artinya, wawasan strategi global tidak dapat dipisahkan dari geopolitk dan geostrategi Jerman. 

Berdasarkan konklusi yang diuraikan diatas penulis berasumsi sebagai berikut:

1. Ada perubahan cara pandang dalam politik luar negeri Jerman, dimana dulu politik luar negeri Jerman adalah ekspansionis dan sekarang berubah menjadi politik perdamaian.

2. Ada faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan tersebut, yaitu intervensi Amerika Serikat yang menguasai Jerman setelah Perang Dunia II yang telah menanamkan nilai-nilai demokrasi di Jerman melalui proses demokratisasi yang cukup panjang. 

3. Kebijakan politik luar negeri Jerman dipengaruhi oleh wawasan strategi globalnya yang merupakan penjabaran dari geopolitik dan geostrategi Jerman serta sistem pemerintahan Jerman yang sekarang, yaitu sistem pemerintahan demokratis.

2. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian kerangka teoritis yang penulis jelaskan tersebut di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Adanya reorientasi wawasan benua/kontinental dari perluasan wilayah kekuasaan menjadi perluasan kerja sama dengan negara-negara lain menyebabkan politik luar negeri Jerman berubah dari politik ekspansionis menjadi politik perdamaian yang dipengaruhi juga oleh perubahan sistem pemerintahan Jerman dari otoriter  menjadi demokratis.” 

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

	Variabel dalam Hipotesis

(Teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas:

Adanya re-orientasi wawasan benua/kontinental dari perluasan wilayah kekuasaan menjadi perluasan kerja sama dengan negara-negara lain
	1. Pada masa pemerintahan otoriter, implementasi wawasan benua adalah perluasan wilayah kekuasaan.

2. Pada masa sekarang, implementasi wawasan benua/kontinental adalah perluasan kerja sama dengan negara-negara lain. 


	1. Data dan fakta Jerman melakukan invasi ke wilayah di sekitarnya untuk memeperluas wilayahnya.

2. Data dan Fakta Jerman meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain, baik regional maupun internasional.



	Variabel Terikat:

menyebabkan politik luar negeri Jerman berubah dari politik ekspansionis menjadi politik perdamaian yang dipengaruhi juga oleh perubahan sistem pemerintahan Jerman dari otoriter  menjadi demokratis
	3. Jerman melakukan perluasan wilayah ke Afrika dan Eropa sebagai implementasi politik luar negeri Jerman yang bersifat ekspansionis

4. Jerman aktif dalam berbagai misi perdamaian bersama PBB sebagai implementasi politik perdamaian.

5. Sistem pemerintahan Jerman sekarang adalah demokrasi parlementer.
	3. Jerman menganggap Eropa dan Afrika dibawah kekuasaanya, sementara wilayah lainnya di bawah kekuasaan Rusia, AS dan Jepang

4. Jerman mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah konflik seperti Irak, Afghanistan, dan lain-lain.

5. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh Parlemen Federal.


4. Skema Kerangka Teoritis

Skema Kerangka Teoritis / Alur Pemikiran














Judul penelitian:

“PENGARUH WAWASAN STRATEGI GLOBAL (GLOBAL STRATEGIC VIEW) JERMAN TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI JERMAN DI KAWASAN EROPA” 

E.  Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Judul yang penulis ambil adalah “Pengaruh Wawasan Strategi Global (Global Strategic View) Jerman Terhadap Politik Luar Negeri Jerman di Kawasan Eropa.”  Dengan demikian, karena unit eksplanasinya dan unit analisanya berada pada tingkatan  yang sama, maka tingkat analisis yang digunakan adalah analisa korelasionis.

2. Metode Penelitian 

Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, meyusun, menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain.56
Dalam hal ini penulis mendeskripsikan dinamika politik di Jerman pada  sekarang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Akan tetapi, karena penulis membandingkannya dengan situasi dan kondisi pada masa lalu, maka penulis juga menggunakan metode historis untuk meneliti masalah tersebut.  

3. Teknik pengumpulan data 


Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan / literatur. Studi kepustakaan / literatur merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui penelaahan buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website / internet, untuk mengumpulkan data – data sebagai acuan.57
Dalam hal ini penulis menelaah buku-buku mengenai politik di Jerman, mengenai geopolitik dan geostrategi Jerman, dan mengumpulkan data yang terdapat dalam website / internet.


F.  Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian 


Dalam penelitian ini penulis memperoleh data – data dan informasi – informasi melalui instansi – instansi yang terkait guna memberikan keterangan yang lengkap untuk penelitian ini adapun instansi yang dimaksud adalah  :

a. Perpustakaan Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Tengah No. 68 Bandung

b. Perpustakaan Universitas Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung

c. Center for Strategic International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta 10160

d. Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI

Jl. Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta – 12190

e. Perpustakaan UNICS 

Jl. Moh.Thamrin Kav-9, Jakarta 

f. Komisi Uni Eropa

Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta 10220
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Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian selama 
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3. Jadwal dan Kegiatan Penelitian

	No.
	Bulan dan Minggu

Kegiatan
	September
	Oktober
	November
	Desember
	Januari
	Februari

	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1.
	Tahap Persiapan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Konsultasi Judul
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b. Pengajuan Judul
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Penyusunan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b. Pengurusan Surat Izin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pengumpulan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pengolahan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Kegiatan Akhir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Penyusunan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b. Seminar Draft
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c. Perbaikan Hasil Draft
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d. Sidang Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


G. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN



Bab ini menjelaskan tentang yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, definisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : WAWASAN STRATEGI GLOBAL JERMAN DAN DEMOKRATISASI DI JERMAN

Bab ini menguraikan tentang wawasan strategi global Jerman yang tersirat dalam geostrateginya, yaitu wawasan benua/kontinental. Selain itu bab ini membahas tentang demokratisasi di Jerman.

BAB III : POLITIK LUAR NEGERI JERMAN SEBAGAI OUTPUT DARI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI JERMAN

Bab ini menerangkan perkembangan geopolitik negara Jerman dari masa ke masa, sejak dulu hingga sekarang. Output dari geopolitik ini nantinya akan menghasilkan politik luar negeri Jerman.

BAB IV : HUBUNGAN WAWASAN STRATEGI GLOBAL JERMAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI JERMAN DI KAWASAN EROPA

Bab ini menjelaskan tentang politik luar negeri Jerman di kawasan Eropa dan hubungannya dengan wawasan strategi global Jerman. Berdasarkan wawasan strategi globalnya, maka tergambar bagaimana bentuk politik luar negerinya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari semua bab dimana ada perubahan cara pandang dalam politik luar negeri Jerman yang dipengaruhi oleh perubahan sistem pemerintahannya. 
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